
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

           Ketika seseorang atau sekelompok orang ingin membuka usaha untuk 

mendapatkan keuntungan atau laba, maka sudah pasti dibutuhkan dana yang 

cukup besar disamping tenaga kerja dan tempat usaha. Dana merupakan faktor 

utama dalam memulai kegiatan usaha. Dengan dana seseorang dapat membeli 

segala  perlengkapan atau peralatan sebagai penunjang kegiatan usaha, dan 

dengan dana pulalah dapat digaji tenaga kerja yang akan menjalankan usaha.
1
  

         Untuk mendapatkan dana  yang besarnya  ditentukan oleh jenis usaha yang 

dijalankan,  dibutuhkan dana dari berbagai sumber,  ada yang bersumber dari 

tabungan/simpanan pribadi Pemilik usaha dan atau dari aset-aset berupa barang-

barang, tanah bahkan emas. Tapi tidak jarang, sebagian Pemilik usaha sama sekali 

tidak mempunyai uang  atau dana. Sehingga timbul permasalahan bagaimana 
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mengatasi hal tersebut. Salah satu cara yang banyak ditempuh, adalah dengan 

meminjam pada  Lembaga Keuangan/Perbankan. 

Sumber dana suatu usaha terdiri atas modal dan utang (pinjaman). Modal 

dapat  berupa barang maupun dana yang dimiliki oleh Pengusaha untuk suatu 

usaha. Sedangkan utang (pinjaman) merupakan sumber dana yang diperoleh dari 

lembaga keuangan, baik dari lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan Bank, 

lembaga-lembaga pembiayaan dan pasar uang. Pihak Pemberi pinjaman disebut 

kreditur. 

Pemberian atau peminjaman dana dapat diperoleh para Pengusaha melalui 

lembaga keuangan seperti yang disebutkan di atas, salah satunya adalah melalui 

Lembaga Perbankan. Secara sederhana Bank dapat diartikan sebagai lembaga 

keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa 

Bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan 

yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannnya apakah hanya 

menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.
2
 Menurut 

pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang 

dimaksud dengan Bank adalah : 

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak.”   

 

Dalam praktek perbankan lazim terjadi perjanjian utang piutang atau dapat disebut 

juga Perjanjian Kredit, yang berfungsi untuk memastikan hak dan kewajiban 
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masing-masing Pihak antara Kreditur dan Debitur. Dalam pemberian kredit 

kapasitas dan integritas Debitur harus dianalisis terlebih dahulu oleh Bank, dalam 

rangka menghindarkan rugi bagi Pihak Bank. Bisa saja Nasabah memberikan 

data-data fiktif, padahal kredit yang diminta Pihak Nasabah sebenarnya tidak 

layak untuk diberikan, sehingga akan menimbukan   masalah dikemudian hari, 

bahkan akan mengakibatkan  kredit macet. 

Selain memerlukan perjanjian, kreditur juga memerlukan jaminan dari 

debitur guna memastikan adanya pengembalian utang yang cukup  terjamin dan 

tepat waktu.
3
 Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit 

Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, 

modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah/debitur. Bank harus pula 

mengetahui tujuan penggunaan kredit dan rencana pengembangan bisnisnya serta 

urgensi dari kredit yang diminta. Jaminan dalam pemberian kredit pada Bank 

adalah jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan.  

Petunjuk yang dapat dipakai untuk menentukan rumusan jaminan adalah pasal 

1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang 

mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikanpun seluruh harta kekayaan debitur 

merupakan jaminan bagi pelunasan utangnya
4
. Rumusan yang diberikan berdasarkan 

Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan bahwa :  

“Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari 

menjadi tanggungan untuk segala perikatan” 
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Co, Jakarta, 2005, hal.5 



 

 

Sedangkan menurut Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan bahwa  

“ Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang 

mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi 

menurut keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing 

kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan untuk 

didahulukan.” 

 

Pada umumnya obyek-obyek yang dapat dijadikan jaminan pembayaran 

utang peminjam adalah berupa harta kekayaan/kebendaan milik si nasabah sendiri 

ataupun orang lain/pihak lain yang disetujui dan diterima oleh Bank.  

Seiring dengan perkembangan perekonomian dan hukum, maka membuka 

peluang bagi Bank untuk menerima jaminan kredit yang objeknya berupa hak 

pakai atas kios pasar. Pasar merupakan kawasan bagi masyarakat untuk 

melakukan transaksi ekonomi, yang melibatkan banyak Pihak, baik Pihak 

Pemerintah dan masyarakat. Pasar adalah salah satu dari berbagai system, 

institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur, dimana usaha menjual 

barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang.
5
  

Sesuai dengan judul di atas Penulis akan meneliti dan membahas tentang 

hak pakai kios pasar di Pasar Raya Padang yang dapat dijadikan jaminan utang 

pada Bank, khususnya pada PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat 

Cabang Pasar Raya Padang. Keberadaan Pasar Raya Padang dikelola oleh 

Pemerintah yaitu Dinas Pasar Kota Padang, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 

(1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Dasar Agraria dan 

atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu :   

“Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai 
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organisasi kekuasaan seluruh rakyat. dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya demi kemakmuran rakyat.” 

 

Mengenai Hak Menguasai bagi Negara menurut Budi Harsono tidak dapat 

dipindahkan kepada Pihak lain. Tetapi pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada  

kepada  Pemerintah Daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang 

hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional, sebagai tugas 

pembantuan, bukan otonomi. Segala sesuatunya akan diatur dengan Peraturan 

Pemerintah, dalam medebewind itu pada hakekatnya akan terbatas pada apa yang 

disebutkan dalam huruf pasal 2 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 tahun 

1960 tentang Pokok-pokok Dasar Agraria, yaitu : 

“Wewenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaan tanah. Wewenang mengatur misalnya 

bersangkutan dengan perencanaan pembangunan daerah”
6
 

 

Pengertian Hak Pakai menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 tahun 

2002 tentang Pengelolaan dan Restribusi Pasar dalam Bab I, Pasal 1 angka 7 

adalah :  

“Hak yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada seseorang atau badan 

untuk menempati/memakai dan atau menikmati petak toko, kios, los, meja 

batu dan pelataran yang berada dalam lokasi pasar.” 

 

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pasar berwenang dalam mengelola 

Pasar Raya Padang untuk kepentingan masyarakat kota Padang. Dalam hal ini 

Dinas Pasar dapat mengalihkan kepada masyarakt atau pedagang untuk 

mendapatkan suatu los atau toko/kios dengan izin dan membayar sejumlah 
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restribusi. Bukti kepemilikan kios tersebut oleh Dinas pasar dituangkan dalam 

sebuah buku atau kartu (kartu kuning) yang berisikan para pihak dan klausul   

mengenai hak pakai yang diberikan kepada Pedagang.  

Adapun hak pakai yang diterima Pedagang dari Pemerintah Kota Padang 

adalah dalam bentuk Perjanjian antara Pemerintah Kota Padang (dalam hal ini 

diwakili oleh Dinas Pasar Kota Padang) dengan Pedagang yang terdapat dalam  

Kartu Kuning atau Perjanjian Hak Pakai untuk mendapatkan hak pakai dalam 

pemakaian tempat/kios menurut Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor.8 

tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Restribusi Pasar yaitu : 

“Setiap orang atau badan yang memakai/memanfaatkan fasilitas pasar yang 

dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah harus mendapatkan izin 

tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Pemakaian toko, 

kios, los dan meja batu  oleh Pedagang kepada Dinas Pasar” 

 

 dengan melampirkan : 

          1.Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pedagang yang bersangkutan. 

          2.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

          3.Pajak Bumi dan Bangunan. 

4. Kartu Keluarga.   

 

 Setelah itu Pedagang diberikan dan menandatangani kartu kuning yang 

merupakan perjanjian hak pakai yang berisikan ketentuan selama mendapatkan 

hak pakai. Kartu kuning itu merupakan bukti bagi Pedagang atas pemegang hak 

pakai terhadap toko, kios, los atau meja batu yang ditempati Pedagang nantinya. 

 

Pemerintah Kota Padang mengusulkan untuk membatasi masa berlakunya 

kartu kuning (KK) atau bukti kepemilikan hak guna/hak pakai kedai, kios atau 

toko di kawasan Pasar Raya Padang bagi Pedagang selama 25 tahun. Pada 

dasarnya : 



 

 

1. Hak 

pakai ada pada lahan, sedangkan bangunan dimiliki oleh Pedagang baik untuk 

dipakai sendiri, atau disewakan pada orang lain. 

2. Ada 

data yang dimanipulasi oleh pihak Pemerintah Kota, lahan dan atau bangunan 

diatasnya diperoleh oleh Pedagang dengan membeli kepada pihak 

sebelumnya, bukan kepada Pemerintah Daerah. 

Pembatasan tersebut perlu dilakukan agar pasar tetap menjadi milik Pemerintah 

Kota Padang dan Pedagang memiliki hak pakai selama 25 tahun, juga untuk 

menghapus anggapan bahwa hak pakai atau Kartu Kuning bisa diturun 

temurunkan oleh Pedagang kepada ahli warisnya, padahal kartu itu hanyalah bukti 

hak guna/pakai kios, sedang kepemilikannya ada pada Pemerintah Kota Padang.
7
 

Jangka waktu  yang cukup panjang tersebut juga menjadi alasan bagi Bank untuk 

menerima pengajuan kredit dari pedagang dengan jaminan izin pemakaian kios 

pasar. 

   Perkembangan hukum di bidang penjaminan kredit merupakan suatu hal 

yang meminta perhatian lebih, khususnya dalam rangka pembangunan ekonomi di 

Indonesia. Namun demikian, ketentuan peraturan hukum di Indonesia baru 

mengatur mengenai status hak atas tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, 

Hak Pakai, Hak Guna Usaha dan Hak Milik atas Satuan Rumah Sususn berikut 

dengan peraturan mengenai bentuk penjaminan dari hak-hak atas tanah tersebut, 
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sedangkan obyek jaminan dalam bentuk hak pakai atas kios pasar belum memiliki 

dasar hukum yang jelas. 

Undang-undang Fidusia tidak secara tegas mengatur mengenai hak pakai 

sebagai obyek  jaminan Fidusia dan hal ini menimbulkan kesimpang siuran di 

lapangan mengenai kemungkinan hak pakai sebagai obyek jaminan Fidusia. Akan 

tetapi pada prakteknya beberapa Bank menggunakan lembaga jaminan Fidusia 

untuk pengikatan Jaminan hak pakai dan Kantor Pendaftaran Fidusia dapat 

menerima akta jaminan Fidusia atas Hak Pakai untuk didaftarkan ke dalam Buku 

Daftar Fidusia seperti yang disyaratkan dalam pasal 11 ayat 1 Undang-undang 

Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.  

Ketentuan mengenai benda tak bergerak yang dapat dijaminkan dengan 

menggunakan lembaga jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Unadng-

undang  Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu : 

“ Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya 

bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang 

tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi 

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 

kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditur lainnya.” 

 

Pada tahun 2005 Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum 

Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia telah mengeluarkan Surat Edaran 

Nomor.C.HT.01.10-22 tertanggal 15 Maret 2005 tentang Standardisasi Prosedur 

Pendaftaran Fidusia, pada angka 2 berbunyi : 

“ Khusus tentang pengecekan data atas benda yang menjadi obyek jaminan 

Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia harus dapat membedakan  antara Hak 

kebendaan dan Hak Perorangan. Oleh karena obyek jaminan Fidusia bersifat 

kebendaan/agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan. Sehingga termin 



 

 

proyek sewa/hak pakai, kontrak atau pinjam pakai serta hak perorangan 

lainnya bukan merupakan pengertian Benda yang menjadi obyek jaminan 

Fidusia.” 

 

Salah satu contoh bangunan yang tergolong bangunan yang dapat dijadikan 

jaminan adalah kios pasar.  Kios pasar yag diteliti dalam penelitian ini adalah kios 

pasar yang berdasarkan izin pemakaian tempat secara tertulis dari Kepala Dinas 

Pasar Kota Padang atas nama Walikota Padang, yang disebut izin pemakaian 

tempat. Izin pemakaian inilah yang kemudian dijadikan jaminan utang debitur 

kepada kreditur.  Secara teori hak pakai adalah hak perseorangan, demikian pula 

dengan izin pemakaian kios pasar, sehingga tidak dapat dijadikan obyek jaminan 

Fidusia. Namun pada prakteknya, izin pemakaian kios pasar ini berupa Buku 

Pemegang Hak Pakai Toko/Kios (disebut juga Kartu Kuning)  sebagai  dokumen 

atas Pemegang Hak Pakai yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah (Dinas 

Pasar) dan masih berlaku dapat dipergunakan sebagai jaminan atas kredit 

Perbankan, terutama pada PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang 

Pasar Raya Padang, berdasarkan Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan 

Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang, Nomor.SK/062/DIR/01-2009 

tanggal 30 Januari 2009 tentang Agunan Kredit dan Bank Garansi seperti yang 

telah Penulis teliti,
8
  dengan  Surat Pra Penelitian dari Fakultas Hukum 

Universitas Andalas Padang, Program Studi Magister Kenotariatan, tertanggal 11 

September 2012, No.286/UN.16.4/PP-MKn/2012. 

Berdasarkan hal diataslah, maka Penulis tertarik untuk memilih judul 

“PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN  KIOS 
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WIB. 



 

 

PASAR  PADA  PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA 

BARAT CABANG PASAR RAYA PADANG” 

 

 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan paparan yang disampaikan dalam latar belakang di atas, maka 

terdapat beberapa permasalahan yang ingin diketahui dalam penelitian nantinya. 

Permasalahan tersebut adalah : 

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan  Hak Pakai atas 

kios pasar dalam Perjanjian Kredit pada PT.Bank Pembangunan Daerah 

Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang? 

2. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah atau wanprestasi dengan jaminan 

hak pakai atas kios pasar pada PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat 

Cabang Pasar Raya Padang? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Permberian Kredit dengan 

jaminan hak pakai atas kios pasar pada PT.Bank Pembangunan Daerah 

Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang. 

2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit bermasalah atau 

wanprestasi sdengan jaminan hak pakai atas kios pasar pada PT.Bank 

Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang? 

D. Manfaat Penelitian 



 

 

Dari hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secata 

teoritis dan secara praktis, yaitu : 

a.  Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

secara akademis dalam kaitannya dengan perjanjian kredit dengan 

menggunakan hak pakai (baik kios maupun toko) sebagai obyek jaminannya, 

dan diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan yang berkaitan 

dengan Hukum Jaminan. 

b.  Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

pemikiran-pemikiran baru bagi kalangan Notaris dalam berpraktek sehari-hari 

maupun bagi Pihak Perbankan dalam menghadapi persoalan yang 

berhubungan langsung dengan perjanjian kredit.  

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan hasil penelusuran Penulis, terdapat penelitian yang pernah 

dilakukan mengenai topik yang relatif sama dengan apa yang akan Penulis 

teliti, yaitu yang ditulis oleh : 

1.  Adelina Lestari Ginting, mahasiswa Program Pascasarjana Jurusan 

Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, tahun 2009, dengan 

judul penelitian “Perjanjian Sewa Menyewa Kios sebagai Jaminan Kredit” 

yang memfokuskan penelitiannya pada bagaimana akibat hukum terhadap 

penerimaan perjanjian  sewa menyewa kios sebagai jaminan yang tidak 

didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. 

2.  Lila Meutia,SH,  mahasiswa Program Pascasarjana Jurusan magister 

Kenotariatan Universitas Sumatera Utara – Medan, tahun 2011, dengan 



 

 

judul penelitian “ Penyerahan Hak Sewa Sebagai Jaminan Hutang Pada 

Bank (Studi pada Bank di Kota Medan) “  dengan fokus penelitian pada 

bagaimana cara pelaksanaan Pengikatan Kredit dengan jaminan berupa 

Kios Pasar.  

           Dari kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan Penulis 

lakukan, karena Penulis akan membahas hak pakai kios pasar, bukan hak sewa 

atas kios pasar, karena hak sewa kios pasar jelas berbeda pengertiannya dengan 

hak pakai kios pasar, terutama jangka waktu sewanya, pada hak sewa kios, jangka 

waktunya sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang menyewakan dengan 

pihak penyewa, sedangkan pada hak pakai kios pasar, jangka waktunya cukup 

lama yaitu 25 tahun, begitu juga akta yang digunakan untuk pengikatan jaminan 

utang di Bank pada penelitian di atas dilakukan dengan akta fidusia, sedangkan 

berdasarkan pra penelitian yang Penulis lakukan di PT.Bank Pembangunan 

Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang, biasanya hanya menggunakan 

Perjanjian Kredit dengan surat di bawah tangan yang dibuat berdasarkan Surat 

Rekomendasi/Izin dari Dinas Pasar Kota Padang. 

F. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus 

yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan 

diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah
9
. Sedangkan menurut Soerjono 

Soekanto, konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman 

yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga 
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Prof.Dr.H.Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.96 



 

 

diperlukan defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam 

proses penelitian.
10

 

Kios menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 tahun 2002, dalam 

Bab I, Pasal 1 angka 11 adalah : 

“Bangunan semi permanen yang sebahagian dibuat dari kayu dan beton 

dengan ukuran luas maksimal 30 m2.” 

 

Semi permanen dari pengertian kios di atas adalah untuk kios yang sebahagian 

dibuat dari beton dan sebahagian lagi dari beton 

 

Hak pakai menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 tahun 2002, Bab I, 

Pasal 1 angka 7 adalah : 

“Hak yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada seseorang atau badan 

untuk menempati/memakai dan atau menikmati petak toko, kios, los, meja 

batundan pelataran yang berada dalam lokasi pasar. “ 

 

 

Hak pakai menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah : 

 “ Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan 

hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, 

termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan 

tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.” 

 

Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah : 

 

 “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atu lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih.” 
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Perbankan menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, 

tentang Perbankan  adalah : 

“Segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya.” 

 

Bank menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 

tentang Perbankan adalah : 

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentu kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.” 

 

Kredit menurut pasal 1 ayat (18) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 

tentang Perbankan adalah : 

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan Pihak Peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” 

   

Nasabah Debitur menurut pasal 1 ayat (23) Undang-undang Nomor 10 

tahun 1998 tentang Perbankan adalah : 

“Nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atas pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian 

bank dengan Nasabah yang bersangkutan.”  

 

Agunan menurut pasal 1 ayat (23) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 

tentang Perbankan adalah : 

“Jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam 

rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah.” 

 

Piutang menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia adalah hak untuk menerima pembayaran. 



 

 

Benda menurut pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia adalah : 

“Segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud 

maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, 

yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak 

tanggungan atau hipotik.” 

 

Utang menurut pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 

tentag Jaminan Fidusia adalah : 

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik 

dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung 

maupun kontinen.” 

 

Kreditur menurut pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia adalah Pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian 

atau Undang-undang. 

Debitur menurut pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 

tentag Jaminan Fidusia adalah Pihak yang mempunyai utang karena perjanjian 

atau undang-undang. 

Kebendaan menurut pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah 

tiap-tiap barang dari tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh Hak Milik. 

G. Kerangka Teoritis 

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai 

landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk “ menjelaskan nilai-nilai hukum 

dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, 



 

 

sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori hukum yang dibahas dalam 

bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.
11

 

Jelaslah kiranya bahwa seorang ilmuwan mempunyai tanggung jawab sosial 

yang terpikul dibahunya.
12

 

“ Bukan karena  dia warga masyarakat yang kepentingannya terlibat secara 

langsung dimasyarakat melainkan juga karena dia mempunyai fungsi tertentu 

dalam kelangsungan hidup masyarakat.” 

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam 

manifestasinya bisa berwujud konkrit. “ Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai 

baik jika  akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, 

kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.”
13

 

Menurut Teori Konvensional Tujuan Hukum adalah mewujudkan keadilan 

(rechtsgerechtigeheid) kemanfaatan (rechts utilitied) dan kepastian hukum (rechts 

zekerheid).
14

 

Dalam literatur dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum. Kepastian 

hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan 

secara pasti karena karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian 

tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian karena 

menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau 
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menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian 

aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. 

Selanjutnya dalam penelitian ini mempergunakan teori : 

1. Teori Economic Analysis of Law dari Richard Posner yang merupakan 

kelanjutan dari Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham dan John Stuart Mill 

yang mengutamakan Azas Kebergunaan Sesuatu/tool. Jadi sesuatu/esse harus 

memberikan  manfaat/nilai  Utilities bagi esse yang lain (social welfare). Ide 

analisis ekonomi dalam hukum berkembang mencakup transaction cost 

economy, economy institution dan public choice. Transaction of economy 

berkaitan dengan efisiensi peraturan hukum yang sebagian besar berkenaan 

dengan hukum privat. Economy institution berkaitan dengan tindakan manusia 

termasuk peraturan hukum formal, kebiasaan formal, tradisi dan aturan social 

serta Public Choice berkaitan dengan proses memutuskan  secara demokratis 

dengan mempertimbangkan Metode Micro Ekonomy dan Perdagangannya. 

Melalui prinsip ekonomi, Richard Posner berharap dapat meningkatkan 

efisiensi hukum termasuk efisiensi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial 

masyarakat (seperti yang terdapat dalam artikel yang ditulis oleh Yantho 

Jehadu tanggal 12 Januari 2013).
15

  

Teori Richard Posner dalam kerangka teori ini digunakan untuk menganalisis 

hak pakai sebagai jaminan kredit dengan alasan bahwa dengan 

mempergunakan teori ini Penulis ingin mengkaji seberapa besar peranan hak 

pakai yang sebagai jaminan kredit ini dapat membantu Pemegang Hak pakai 
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tersebut yang memerlukan fasilitas pembiayaan modal kerja, sehingga dengan 

pemberian kredit tersebut dapat bermafaat bagi kehidupan ekonomi dan 

pengembangan usaha. 

2. Teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch tentang  3 substansi hukum 

yakni keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum, yang  orientasinya 

adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum termasuk salah 

satunya adalah di Indonesia tentunya. Sebagaimana yang menjadi tujuan 

hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara 

pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu 

kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara 

wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan 

pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak 

secara tidak adil. Usaha mewujudkan pengayoman ini termasuk di dalamnya 

diantaranya adalah mewujudkan ketertiban dan keteraturan, mewujudkan 

kedamaian sejati, mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, 

mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. 
16

 

     Dalam mencapai kebutuhan hidupnya manusia memerlukan kerjasama dengan 

orang lain.
17

 Sifat kebendaan Hak Pakai sebagai benda tidak berwujud yang dapat 

dialihkan atau beralih, perjanjian hak pakai tidak dapat memberikan hak-hak 

kebendaan kepada kreditur sebagaimana layaknya jaminan kebendaan, dengan 

kata lain hak pakai merupakan perjanjian tambahan (accessoir) atau perjanjian 
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yang dibuat karena adanya perjanjian pokok , yaitu Perjanjian Kredit berdasarkan 

ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dimaksud 

dengan kebendaan ialah “ tiap-tiap barang dari tiap-tiap hak yang dapat dikuasai 

oleh hak milik.” Dari pasal ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian  benda 

meliputi segala sesuatu yang dapat dihaki atau dijadikan objek hak milik, yang 

memiliki cakupan sangat luas, meliputi benda (zaak), barang (goed) dan hak 

(recht). 

Mariam Darus Badrulzaman membagi hak kebendaan menjadi 2 (dua) 

bagian yaitu : 

1. Hak Kebendaan yang sempurna adalah hak yang memberikan kenikmatan 

yang sempurna (penuh) bagi si Pemilik. Oleh karena itu, hak yang demikian 

dinamakannya hak kepemilikan. Salah satu wujud pengakuan dan hak 

kebendaan yang sempurna itu adalah diperkenankannya oleh Undang-undang 

hak kebendaan itu beralih atau dialihkan oleh si Pemilik. 

2. Hak Kebendaan terbatas adalah hak yang memberikan kenikmatan yang tidak 

penuh atas suatu benda.  

         Apabila dibandingkan dengan hak milik maka hak kebendaan terbatas 

tersebut tidak penuh atau kurang sempurna jika dibandingkan dengan hak 

milik. Peraturan tentang sewa menyewa, berlaku untuk segala macam sewa 

menyewa, mengenai semua jenis barang, baik barang bergerak maupun tidak 

bergerak, yang memakai waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu 

tertentu,  karena Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji 

kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 



 

 

melaksanakan sesuatu hal.
18

 Akibat peristiwa ini, timbullah suatu hubungan 

antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini 

menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang  membuatnya. Dalam 

bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung 

janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. 

 

Hukum jaminan mempunyai peranan penting dalam praktek perkreditan, 

karena hukum jaminan mempunyai 5 (lima) azas yaitu :
19

 

1. Azas Publicited. 

yaitu azas yang mewajibkan agar seluruh hak-hak yang dijaminkan 

didaftarkan pada instansi yang memiliki otoritas untuk pendaftaran hak-

hak tersebut. 

2. Azas Specialited. 

Yaitu azas yang menyatakan bahwa objek jaminan yang dijaminkan 

adalah menunjuk kepada barang tertentu yaitu yang telah tercantum 

dalam uraiannya dalam perjanjian accesoir.  

3. Azas tidak dapat dibagi-bagi. 

yaitu azas yang menyatakan dapat dibaginya hak-hak yang dijaminkan 

walaupun dilakukan pembayaran sebagian. 
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4. Azas Inbezitstelling, yaitu azas yang menyatakan bahwa barang jaminan 

berupa gadai mewajibkan barang jaminan gadai harus berada pada 

penerima gadai. 

5. Azas Horizontal. 

yaitu azas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanah bukan satu 

kesatuan. 

Jaminan dalam pemberian kredit pada bank adalah jaminan yang bersifat 

kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Pada umumnya jenis-jenis 

lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam tata hukum Indonesia dapat 

digolongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut objeknya, 

menurut kewenangan menguasainya dan lain-lain.
20

 

Sedangkan menurut Frieda Husni Hasbullah, jaminan umum mempunyai 

cirri-ciri sebagai berikut : 

a) Para kreditur mempunyai kedudukan yang sama/seimbang, tidak ada yang 

lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai 

kreditur kongkuren. 

b) Ditinjau dari sudut haknya, para kreditur kongkuren mempunyai hak yang 

bersifat perorangan, yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap orang 

tertentu. 

c) Jaminan umum timbul karena adanya undang-undang, artinya para Pihak 

tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian para kreditur 
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kongkuren secara bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan 

undang-undang.
21

 

Hubungan hukum dalam perjanjian perlu dibedakan dengan hubungan-

hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan 

dan kesusilaan. Pengingkaran terhadap hubungan-hubungan semacam itu tidak 

akan menimbulkan akibat hukum. Jadi hubungan yang berada di luar lingkungan 

hukum bukanlah merupakan perikatan.
22

 

         Perikatan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan, 

karenanya berarti perjanjian juga merupakan melahirkan hak dan kewajiban 

dalam lapangan hukum kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. 

Dengan membuat perjanjian, maka para Pihak yang mengadakan perjanjian secara 

suka rela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau 

untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari Pihak yang 

terhadap siapa telah berjanji atau mengikatkan diri. Dengan sifat suka rela, 

perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan 

maksud dari pihak yang membuat perjanjian.
23

 

        Pengertian perikatan dapat dilihat dari defenisi Hoftmann dalam bukunya “ 

R.Setiawan, “ Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas 

subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang dari 

padanya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut 
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cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian 

itu.
24

  

         Notaris sebagai Pejabat Publik mempunyai kewenangan untuk membuat alat 

bukti yang sempurna, sehingga Pihak yang mengikatkan diri tidak dapat 

menyangkal telah terjadi suatu perjanjian, memastkan terjadinya perjanjian dan 

siapa para pihak yang membuat perjanjian, hal ini akan memberi perlindungan 

bagi para pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara 

keseluruhan.    

        Defenisi Notaris ini sangat berhubungan dengan akta otentik, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memiliki 

unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang. 

2.  Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat yang berwenang. 

3.  Akta tersebut dibuat di tempat kewenangan Pejabat Umum. 

Terpenuhinya syarat-syarat tersebut di atas maka suatu akta akan 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. 

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum 

dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan 

alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau 

perbuatan hukum. Dan alat bukti otentik tersebut dalam hukum pembuktian 

merupakan suatu alat yang mengikat dan sempurna. 

H. Metode Penelitian 
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- Pendekatan Masalah 

Dalam penelitian yang Penulis lakukan ini menggunakan pendekatan 

dengan metode yuridis sosiologis (sociological research), yaitu suatu 

penelitian yang lebih menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan 

dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku, berkenaan 

dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum 

yang berlaku, yang dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta hukum 

yang terdapat dalam kehidupan masyarakat atau yang terdapat di lapangan. 

Untuk melakukan metode penelitian di atas tersebut dapat dipakai : 

1. Sifat Penelitian. 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu merupakan metode penelitian yang 

meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu system pemikiran, 

ataupun sutu “peristiwa pada masa sekarang  dengan tujuan untuk 

membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.”
25

 

Selain itu berupaya mendiskripsikan, mencatat, menganalisis dan 

menginterprestasikan kondisi-kondisi yang terjadi pada saat itu. 

        Penelitian ini menggunakan metode pendekatan dari gejala-gejala 

subjek suatu kelompok yang menjadi objek penelitian atau bersifat 

fenomenologis, yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya 

terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu.
26

 

2. Jenis dan Sumber Data.  
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Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan dan 

melalui wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan 

pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar 

Raya Padang, antara lain dengan Seksi Administrasi Kredit,  Pihak 

Bank lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini,  Pihak-pihak yang 

berwenang pada Dinas Pasar Kota Padang dan pihak nasabah pada 

Bank tersebut di atas. 

 

 

 

b. Data Sekunder. 

Data yang merupakan data penunjang dari data primer yang 

diperoleh dari literatur  atau studi kepustakaan yang diperoleh dari 

bahan-bahan hukum : 

a. Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma 

atau kaidah-kaidah yang berlaku, peraturan-peraturan dasar, 

peraturan perundang-undangan, diantaranya : 

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 



 

 

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 

tentang Perbankan.  

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor  4 tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah  Beserta Benda-benda 

yang Berkaitan dengan Tanah. 

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42  tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia. 

6. Surat Edaran Pemerintah Nomor.C.HT.01.10-22 tertanggal 

15 Maret 2005 tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran 

Fidusia. 

7. Peraturan Daerah Kota Padang, Nomor 8 tahun 20002 

tentang Pengelolaan dan Restribusi Pasar. 

8. Peraturan Daerah Kota Padang, Nomor 20 tahun 2002 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar. 

b. Bahan Hukum Sekunder : 

yaitu bahan penelitian yang didapat dari literatur, hasil-hasil 

penelitian, karya tulis dan ahli hukum serta teori-teori dan 

pendapat-pendapat para sarjana. 

Data sekunder ini diperoleh dari : 

- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas-

Padang. 

- Perpustakaan daerah Propinsi Sumatera Barat. 



 

 

- Bahan bacaan dan bahan kuliah yang Penulis miliki. 

c. Bahan Hukum Tertier : 

yaitu bahan yang memberikan maupun menjelaskan bahan 

hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus 

hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris. jurnal 

ilmiah, majalah, surat kabar dan internet yang relevan dengan 

penelitian. 

              3.Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian dan pengumpulan data Penulis lakukan pada Bank Nagari 

Padang, dengan teknik : 

a. Studi dokumen 

Data yang Penulis dapatkan dari buku-buku, peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada di 

lapangan. 

b. Wawancara. 

Wawancara Penulis lakukan dengan pihak-pihak Bank dan pihak 

nasabah Bank yang terkait dengan tesis Penulis, dengan 

mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan sedemikian rupa 

dan tersusun, tetapi apabila ada pertanyaan yang penulis rasakan 

sangat  dibutuhkan karena ada perkembangan isu dari pertanyaan 

sebelumnya maka, Penulis akan tanyakan langsung pada 

responden Penulis.  

           4.Pengolahan data dan analisis data. 



 

 

a. Pengolahan Data. 

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing 

yang akan dirapikan kembali data yang diperoleh dengan memilih 

data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga 

didapat kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat 

dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada di 

lapangan. 

b. Analisis Data. 

Setelah data yang diperoleh diseleksi, kemudian akan dianalisa 

secara metode kuantitatif yaitu analisa yang bukan berbentuk 

angka-angka tetapi dideskriptifkan kualitatif (secara kalimat-

kalimat) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berkenaan dengan Pengikatan Kredit atas Perjanjian Hak Pakai 

Kios Pasar yang dijadikan jaminan utang pada PT. Bank 

Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dihubungkan dengan 

kenyataan di lapangan, sehingga memudahkan para Pembaca untuk 

memahaminya.  
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	Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran, dimana hal ini sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan perekonomian serta untuk meningkatkan taraf hidup...
	Kata Kunci : Jaminan, Kios Pasar
	BAB I
	PENDAHULUAN
	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.
	1. Pengertian dan Dasar  Hukum Perjanjian.
	Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata “ Perjanjian “ berarti persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.
	Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata   adalah :
	“Suatu perbuatan dengan mana pihak yang satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih “
	Jika kita perhatikan dengan seksama, rumusan perjanjian dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari...
	Dari pengertian perjanjian di atas terdapat kelemahan-kelemahan yaitu terlalu luas, karena hanya menyebut kata “perbuatan“, sehingga di dalamnya termasuk pula “perbuatan melawan hukum“ dan perbuatan-perbuatan lainnya, serta tidak lengkap kare...
	a. Pasal di atas hanya menyangkut sepihak saja, hal ini dapat dilihat dari perumusan “satu orang atau lebih lainnya”. Kata kerja “ mengikatkan “ sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling...
	b. Kata “perbuatan“ mencakup juga konsensus. Dalam pengertian “perbuatan“ termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa (zaakwarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai kata ...
	c. Pengertian perjanjian terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antar debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang di...
	d. Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan pasal perjanjian tersebut itu tidak disebutkan tujuan untuk mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.
	Perjanjian menurut beberapa ahli hukum :
	1. Menurut Suharnoko, perjanjian secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan. Suatu perjanjian mengikat para pihak yang melakukannya yang mana tertang dalam klausul pada perjanjian tersebut. Pada klausul perjanjian dijelaska bagaimana hak da...
	2. Menurut R.Setiawan, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih.
	3. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengnai harta benda kekayaan antara kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaan...
	4. Menurut R.Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimaa seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang din...
	Mengamati pengertian-pengertian perjanjian di atas maka dapat didefenisikan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, dikatakan akibat hukum karena ada dua ...
	2.Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.
	Perjanjian dapat dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat seperti yang ditentukan dalam Undang-undang.
	Syarat-syarat sahnya perjanjian dapat kita temukan dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :
	“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat :
	1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
	2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
	3. Suatu hal tertentu;
	4. Suatu sebab yang halal.
	Keempat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang digolongkan ke dalam :
	1. Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif), dan;
	2. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif).
	Unsur subyektif mencakup adanya unsur  kesepakatan secara bebas dari pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjan...
	Ad.1.Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
	Kesepakatan dari para pihak pada hakikatnya adalah pengejewantahan dari azas konsensualitas, yang merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana c...
	Menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut secara a contrario, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan b...
	“ Tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafanatau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”
	Ad.2 Kecakapan Untuk Bertindak
	Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum yang menurut doktrin ilmu hukum yang berkembang dapat dibedakan ke dalam :
	a. Kewenangan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, yang berkaitan dengan kecakapannya untuk bertindak dalam hukum, diatur dalam pasal 1329 sampai dengan pasal 1331 Kitab Undang=undang Hukum Pedata.
	Dalam pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa :
	“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.”
	Rumusan tersebut membawa arti positif , bahwa selain dinyatakan tidak cakap aka setiap orang adalah cakap dan berwenang untuk bertindak dalam hukum. Pada pasal 1330 Kitab Undang-undang Huum Perdata emberikan limitasi orang-orang mana saja yang diangga...
	“ Tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah :
	1. Anak yang belum dewasa.
	2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.
	3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”
	b. Kewenangan untuk bertindak selaku kuasa dari pihak lain, yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Bab XVI Kitan Undang-undang Hukum Perdata di bawah judul “Pemberian Kuasa”.
	c. Kewenangan untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai wali atau wakil dari pihak lain.
	Ad.3. Suatu Hal Tertentu.
	Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan maksud dan hal tertentu, dengan memberika rumusan dalam pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :
	“Suatu perjanjian harus mempunyai  sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”
	Secara sepintas dengan rumusan “pokok perjanjian berupa barang yang telah ditentukan jenisnya “ tampaklah bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya menekankan pada perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu. Namun jika kita perhatikan leb...
	Ad.4.Suatu Hal atau Sebab yang Halal
	Sebab yang halal diatur dalam pasal 1335 hingga pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
	Pada pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan :
	“Suatu perjajian tanpa sebab, atau yag telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.”
	Pasal 1336 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memuat
	“Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain selain daripada yang dinyatakan itu, perjanjian adalah tidak sah.”
	Dari rumusan pasal 1336 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut jelaslah bahwa memang pada dasarnya undang-undang tidak mempersoalkan apakah yang menjadi alas an atau dasar dibentuknya perjanjian tertentu, yang ada diantara para pihak. Mung...
	Undang-undang hanya memperhatikan apakah prestasi yang disebutkan dalam perjanjian yang dibuat tersebut merupakan prestasi yang tidak dilarang oleh hukum, dan oleh karenanya maka dapat dipaksakan pelasanaannya oleh para pihak dalam perjanjian t...
	Dengan membatasi sendiri, rumusan mengenai sebab yang halal menjadi hanya sebab yang tidak terlarang, pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :
	“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”
	3.Asas-asas Perjanjian
	Di dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal 5 asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum), asas itikad baik dan asas kepribadian. Kelima asas itu disajika...
	1. Asas Kebebasan Berkontrak.
	Asas ini dapat dilihat dari pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi :
	“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
	Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk. :
	a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
	b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
	c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
	d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
	2. Asas Konsensualisme.
	Asas ini dapat disimpulkan berdasarkan pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :
	“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.”
	Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dalam perjanjian. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup den...
	3. Asas Pacta Sunt Servanda.
	Asas ini disebut juga dengan asas kepastian hukum, yang berhubungan dengan akibat perjanjian, yang menghendaki hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undan...
	Asas ini dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi :
	“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”
	4. Asas Itikad Baik (Goete Trouw)
	Asas ini terkandung dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Huum Perdata, yaitu :
	“ Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”
	Maksudnya asas ini menghendaki para pihak yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarka kepercayaan dan keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.
	Asas itikad baik terbagi 2 yaitu :
	a. Asas itikad baik nisbi.
	Adalah asas dimana orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek.
	b. Asas itikad baik mutlak.
	Adalah : asas yang penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.
	5. Asas Kepribadian (Personalitas).
	Merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1315 dan pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
	Pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :
	“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”
	Pasal 1340 Kitab Undang0undang Hukum Perdata :
	“Perjanjian hanya berlaku antar pihak yang membuatnya.”
	Namun ketentuan itu ada pengecualiannya sebagaimana diintrodusir dalam pasal 1317 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi :
	“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian orang lain , mengandung suatu syarat semacam itu.”
	Pasal ini ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan.
	Sedangkan dalam pasal 1318 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, dalam artian ruang lingkupnya lebih lu...
	4.Bentuk-bentuk Perjanjian.
	Dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu :
	1. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan.
	2. Perjanjian tidak tertulis (lisan) adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup dengan kesepakatan para pihak).
	Ada 3 bentuk perjanjian tertulis yaitu :
	1. Perjanjian yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perj...
	2. Perjanjian dengan saksi Notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian Notaris atas suatu dokumen semat-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuat...
	3. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris dalam bentuk akta notariil, yaitu akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah Notaris, Camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen...
	5.Berakhirnya Perjanjian.
	Berakhirnya perjanjian merupakan selesai  atau hapusnya sebuah perjanjian yang dibuat antara 2 pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang suatu hal. Pihak Kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan pihak Debitu...
	Berakhirnya perjanjian dapat terjadi karena :
	1. Pembayaran.
	Dapat dijabarkan dalam pasal 1382 sampai dengan pasal 1403 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur.
	2. Novasi
	Diatur dalam pasal 1413 sampai dengan pasal 1424 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
	Novasi (pembaruan utang) adalah suatu perjanjian antara debitur dan kreditur, dimana perjanjian lama dan subjeknya yang ada dihapuskan dan timbul sebuah objek dan subjek perjanjian baru.
	Unsur-unsur novasi adalah :
	a. Adanya perjanjian baru.
	b. Adanya subjek yang baru.
	c. Adanya hak dan kewajiban.
	d. Adanya prestasi.
	3. Kompensasi (perjumpaan utang).
	Adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur.  Diatur dalam pasal 1425 sampai dengan pasal 1435 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
	Syarat terjadinya kompensasi :
	a. Kedua-duanya berpokok pada sejumlah utang.
	b. Berpokok pada jumlah barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama; atau
	c. Kedua-duanya dapat ditetapkan dan ditagih seketika.
	Tujuan utama kompensasi :
	a. Penyederhanaan pembayaran yang simpang siur antara pihak kreditur dan debitur.
	b. Dimungkinkan terjadinya pembayaran sebahagian;
	c. Memberikan kepastian pembayaran dalam keadaan pailit.
	4. Percampuran utang.
	Adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu (pasal 1436 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
	Diatur dalam pasal 1436  sampai dengan pasal 1437 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
	Ada 2 cara percampuran utang :
	1. Dengan jalan penerusan hak dengan alas hak umum. Misalnya, si kreditur meninggal dunia dan meninggalkan satu-satunya ahli waris, yaitu debitur. Ini berarti bahwa dengan meninggalnya kreditur maka kedudukan debitur menjadi kreditur.
	2. Dengan jalan penerusan hak di bawah alas hak khusus, misalnya pada jual beli atau legaat.
	Pada umumnya percampuran utang terjadi pada bentuk-bentuk debitur menjadi ahli waris dari kreditur.
	5. Pembebasan Utang.
	adalah suatu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur, bahwa debitur dibebaskan dari perutangan.
	Diatur dalam pasal 1438 sampai dengan pasal 1443 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
	Pembebasan utang ada 2 macam :
	1. Cuma-Cuma, harus dipandang sebagai penghadiahan (HR. 16 Januari 1899 dan 10 Januari 1902).
	2. Prestasi dari pihak debitur, yaitu suatu prestasi lain, selain prestasi yang terutang. Pembebasan ini didasarkan pada perjanjian.
	6. Kebatalan atau Pembatalan Perjanjian
	Diatur dalam pasal 1446 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sampai dengan pasal 1456 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
	Ada 3 macam penyebab timbulnya pembatalan perjanjian :
	1. Adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan.
	2. Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang disyaratka dalam undang-undang.
	3. Adanya cacat kehendak (wilsgebreken), yaitu kekurangan dalam kehendak orang atau orang-orang yang melakukan perbuatan yang menghalangi terjadinya persesuaian kehendak dari para pihak dalam perjanjian.
	Cacat kehendak dapat dibedakan 3 macam, yaitu :
	a. Kekhilafan (dwaling) yaitu suatu penggambaran yang keliru mengenai orangnya atau objek perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
	Terbagi atas 2 :’
	- dwaling tentang orangnya.
	-  dwaling dalam kemandirian benda.
	b. Paksaan (dwang) yaitu suatu ancaman yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain atau pihak ketiga, sehingga member kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya terancam rugi...
	c. Penipuan (bedrog)  yaitu dengan sengaja mengajuka gambaran atau fakta yang salah untuk memasuki suatu perjanjian.
	Disamping ketiga cacat kehendak tersebut, dalam doktrin dikenal cacat kehendak yang ke-empat, yaitu penyalahgunaan keadaan (undue influence).
	7. Berlakunya syarat batal
	Adalah suatu syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perjanjian dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula, seolah-olah tidak ada suatu perjanjian (pasal 1265 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
	Biasanya syarat batal berlaku pada perjanjian timbal balik, seperti pada perjanjian jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.
	8. Jangka waktu perjanjian telah berakhir
	Jangka waktu berakhirnya perjanjian tergantung pada kemauan para pihak, ada yang singkat dan ada yang panjang.
	Contoh : Perjanjian kredit antara Bank Rakyat Indonesia dengan nasabah, dimana semakin lama jangka waktu peminjaman, maka semakin kecil jumlah angsuran yang harus dibayar nasabah pada pihak Bank.
	9. Dilaksanakannya Objek Perjanjian
	Pada dasarnya objek perjanjian adalah sama dengan prestasi. Prestasi itu terdiri dari melakukan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.
	Di dalam perjanjian timbal balik, seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dan lain-lain telah ditentukan objek perjanjian, misalnya, misalnya dalam perjanjian jual beli tanah, yang menjadi objek perjanjian adalah barang dan harga. Pihak...
	10. Kesepakatan kedua belah Pihak
	Merupakan salah satu cara berakhirnya perjanjian, dimana kedua belah pihak   telah sepakat untuk menghentikan perjanjian yang telah ditutup oleh kedua belah pihak. Motivasi mereka untuk menyepakati berakhirnya perjanjian adalah berbeda-beda sa...
	11. Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak
	Merupakan salah satu cara untuk mengakhiri perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Artinya pihak kreditur menghentikan berlakunya isi perjanjian yang dibuat dengan debitur, walaaupun jangka waktunya belum berakhir, hal ini disebabkan karena pihak debi...
	12. Putusan Pengadilan
	Penyelesaian sengketa di bidang perjanjian dapat ditempuh melalui dua pola, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan (alternative dispute resolution (ADR). Di luar pengadilan dapat dilakukan dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan...
	C. Tinjauan Umum tentang Hak Pakai
	1. Menurut Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Hak Tanggungan.
	a. Pengertian Hak Pakai
	Hak Pakai diatur dalam pasal 41 sampai dengan pasal 43 Undang-Undang Pokok Agraria dan pasal 39 sampai dengan pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.
	Pengertian Hak Pakai diatur dalam pasal 41 Undang-undang Pokok Agraria, yaitu :
	“ Hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah hak milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya a...
	Pengertian pada pasal di atas berlaku pula untuk pemakaian kios-kios di wilayah  Pasar Raya Padang, dimana Pihak Pemerintah Daerah Kota Padang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pasar memberikan hak pakai pada Pedagang dalam bentuk Buku Pemegang Hak Pa...
	Defenisi ini sangat luas, karena tidak hanya dirumuskan tentang pengertian hak pakai, tetapi juga tentang wewenang dan kewajibannya. Dengan demikian, elemen-elemen yang terkandung dalam pengertian hak pakai adalah :
	- Hak untuk menggunakan dan memungut hasil
	- Objeknya tanah yang dikuasai oleh Negara atau hak milik
	- Yang memberikan kewenangan pada penggunaan hak pakai adalah pejabat yang berwenang untuk itu atau pemilik tanah, dan;
	- Syaratnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang.
	b. Subjek hak pakai
	Subjek hak pakai diatur dalam pasal 42 Undang-undang Pokok Agraria, yaitu :
	1. Warga Negara Indonesia.
	2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia
	3. Badan hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan
	4. Badan hukum asing, yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
	-  Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai atas Tanah, yaitu :
	1. Warga Negara Indonesia
	2. Badan hukum yang didirikan menurut ketentuan hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
	3. Departemen, lembaga pemerintah non departemen dan pemerintah daerah
	4. Badan-badan keagamaan dan sosial
	5. Orang-orang asing yang berkedudukan di Indonesia
	6. Badan hukum asing, yang mempunyai perwakila di Indonesia
	7. Perwakilan Negara asing dan perwakilan badan Internasional.
	c. Tanah yang dapat diberikan hak pakai
	Diatur dalam pasal 43 Undang-undang Pokok Agraria dan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai atas Tanah, yaitu :
	1. Tanah Negara
	2. Tanah hak pengelolaan, dan;
	3. Tanah hak milik.
	d. Momentum Terjadinya Hak Pakai
	Setiap orang atau badan hukum yang ingin memperoleh hak pakai harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1996 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak ...
	Pemberian hak itu diatur dalam pasal 42 sampai dengan pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai atas Tanah. Dalam ketentuan itu ditentukan cara terjadinya hak pakai yaitu :
	1. Hak pakai atas tanah Negara diberika dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
	2. Hak pakai atas tanah hak pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang hak hak pengelolaan.
	3. Hak pakai atas tanah hak milik terjadi dengan pemberian oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
	e.  Jangka Waktu Hak Pakai
	Diatur dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai atas Tanah.
	Hak pakai atas tanah Negara dan hak pengelolaan diberikan untuk jangka waktu :
	1. Paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun, Jadi total jangka waktu hak pakai selama 45 tahun, dan;
	2. Untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya masih dipergunakan untuk keperluan tertentu, diberikan kepada :
	- Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen,  dan Pemerintah Daerah
	- Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Badan Internasional, dan;
	- Badan-badan keagamaan dan social.
	f. Kewajiban dan Hak Pemegang Hak Pakai
	- Kewajiban Hak Pakai diatur dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai atas Tanah, yaitu :
	1. Membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian hak.
	2. Menggunakan tanah sesuai peruntukannya dan persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan pemberiannya atau perjanjian penggunaan tanah hak pengelolaan atau perjanjian pemberian hak pakai atas tanah hak milik.
	3. Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.
	4. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada Negara, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sesudah hak pakai hapus.
	5. Menyerahkan sertipikat hak pakai yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan.
	6. Jika tanah hak pakai karena kedaan geografis atau lingkungan dan sebab-sebab lain letaknya sedemikian rupa sehingga mengurung atau menutup pekarangan atau sebidang tanah lain dari lalu lintas umum atau air, pemegang hak pakai wajib memberikan jalan...
	- Hak pemegang hak pakai diatur dalam pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Bagunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai atas Tanah, yaitu :
	1. Menguasai dan mempergunakan tanah yang diberikan dengan hak pakai selama waktu tertentu untuk keperluan pribadi atau usahanya.
	2. Untuk mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain
	3. Membebaninya, dan;
	4. Selama digunakan untuk keperluan tertentu
	g. Pembebanan Hak Pakai
	Sertipikat hak pakai baik atas tanah Negara maupun atas tanah hak pengelolaan dapat dijadikan jaminan utang pada Lembaga Perbankan dengan dibebani hak Tanggungan. Hak Tanggungan hapus dengan hapusnya hak pakai (pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 t...
	h. Peralihan Hak Pakai
	Secara yuridis hak pakai atas tanah Negara untuk jangka waktu tertentu maupun atas tanah hak pengelolaan dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain. Sedangkan hak pakai atas tanah hak milik hanya dapat dialihkan apabila hal tersebut dimungkinkan d...
	Peralihan hak pakai sebagaimana terdapat dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria terjadi dengan cara :
	- Jual beli
	- Tukar menukar
	- Penyertaan dalam modal
	- Hibah
	- Pewarisan
	i. Hapusnya Hak Pakai
	Hapusnya hak pakai karena berlakunya keputusan pemberian hak pakai yang diperoleh pemegang hak pakai, diatur dalam pasal 55 sampai dengan pasal 58  Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai a...
	Mengenai 7 cara hapusnya hak pakai terdapat dalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang tersebut di atas, yaitu :
	1. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya;
	2. Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sebelum jangka waktu berakhirnya, karena :
	a. Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana  dalam pasal 50, 51 danb 52 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tentang Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai atas tanah.
	b. Tidak terpenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemberian hak pakai antara pemegang hak pakai dan pemegnag hak milik atau perjanjian penggunaan hak pengelolaan, dan;
	c. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
	3. Dilepaskannya secara suka rela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir.
	4. Dicabut berdasarka Undang-undang Nomor 20 tahun 1961 tentang Pencabutan Hak atas tanah dan Benda-benda yang Ada di atasnya.
	5. Ditelantarkan
	6. Tanahnya musnah
	7. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemegang hak pakai
	2.Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar
	I.Pengertian Hak Pakai
	Dalam Bab I, Pasal 1, angka 7, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Restribusi Pasar, dinyatakan :
	“Hak pakai adalah hak yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada seseorang atau badan untuk menempati/memakai dan atau menikmati petak toko, kios, los, meja batu dabn pelataran yang berada dalam lokasi pasar. “
	Pengertian toko menurut Bab I, Pasal 1, angka 10, Peraturan daerah dimaksud adalah :
	“Bangunan permanen yang secara keseluruhannya terbuat  beton dengan ukuran luas maksimal 100 M2.”
	Pengertian kios menurut Bab I, Pasal 1, angka 11, Peraturan dimaksud adalah :
	“Bangunan semi permanen yang sebahagian dibuat dari kayu dan beton dengan ukuran luas maksimal 30 M2.”
	Pengertian los menurut  Bab I, Pasal 1, angka 12, Peraturan Daerah dimaksud adalah:
	“Bangunan semi permanen yang pakai atap tanpa dinding pembatas antara satu petak dengan petak lainnya.”
	Pengertian pelataran menurut Bab I, Pasal 1, angka 13, Peraturan Daerah dimaksud adalah :
	“Ruang yang berada dalam bangunan pasar yang luasnya besar atau sama dengan 100 M2.”
	Pengertian meja batu menurut Bab I, Pasal 1, angka 14, Peraturan Daerah dimaksud adalah :
	“Bangunan semi permanen yang pakai atap tanpa dinding pembatas antara satu petak dengan petak lainnya dengan menyediakan /dibuatkan meja batu permanen.”
	Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pasar Kota Padang, berwenang mengelola pasar raya Padang untuk kepentingan masyarakat kota Padang, bisa mengalihkan kepada masyarakat atau pihak pedagang untuk mendapatkan toko, kios atau los dengan kewajiban memb...
	Pemberian Hak Pakai ini diberikan dengan Surat Perjanjian sebagaimana diatur dalam Bab I, pasal 1, angka 17 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar, yaitu :
	“Surat Perjanjian adalah surat perjanjian pemakaian fasilitas pasar antara pemegang hak pakai dengan Pemerintah Daerah yang berisikan beberapa ketentuan, persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi. “
	Surat Perjanjian ini merupakan bukti kepemilikan atas kios  tersebut dituangkan dalam sebuah buku atau kartu (kartu kuning) yang berisikan identitas para pihak serta klausul mengenai hak pakai yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Dinas Pasar Kota  P...
	Yang berhak atas pemakaian tempat ini diatur dalam Bab II, pasal 2, Peraturan daerah Kota padang nomor 8 tahun 2002, tentang Retribusi Pasar, yaitu :
	“Setiap orang atau badan yang memakai/memanfaatkan fasilitas pasar yang dimiliki/dikelola Pemerintah Daerah harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. “
	Ketentuan atau prosedur hak pakai, terdapat dalam Bab II, Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padang, nomor 8 tahun 2002 tentang Retribusi pasar, yaitu :
	1. Setiap orang/badan yang ingin mendapatkan hak pakai atas fasilitas pasar harus mengajukan permohonan tertulis dan tertulis menandatangani surat perjanjian dengan Kepala Daerah.
	2. Hak pakai dimaksud ayat (1)  pasal ini tidak boleh dipindahtangankan tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
	3. Terhadap pemegang hak pakai akan diberikan kartu kuning yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
	4. Toko, kios, los dan meja batu tidak boleh dirubah bentuk/diperbaiki tanpa izin  tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat ditunjuk.
	Jangka Waktu Hak Pakai
	Diatur dalam Bab II, Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 tahun 2002 tentang Retribusi Pasar, yaitu :
	1. Jangka waktu hak pakai akan diatur dengan suatu peraturan daerah tersendiri.
	2. Jangka waktu hak pakai bagi pemakai yang terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan persetujuan antara Pemerintah Daerah dengan pemegang hak pakai dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
	Peralihan hak pakai  dan peningkatan kualitas bangunan
	Diatur dalam Bab II, pasal 7 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 tahun 2002 tentang Retribusi Pasar, yaitu :
	1. Setiap Pemegang hak pakai yang akan melakukan pengalihan hak kepada pihak lain dan/atau akan melakukan peningkatan kualitas bangunan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan  tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
	2. Pengalihan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini hanya dimungkinkan dalam hal-hal sebagai berikut :
	a. Pemegang hak pakai meninggal dunia maka dapat dialihkan kepada salah seorang ahli waris dengan persetujuan semua ahli warisnya dan apabila dalam jangka waktu paling lama tiga bulan belum juga ada seorang ahli waris yang ditunjuk oleh pewarisnya mak...
	b. Pernyataan dari pemegang hak pakai untuk tidak memanfaatkan lagi hak pakai
	c. Pemegang hak pakai tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku..
	Struktur dan besarnya tarif restribusi
	Diatur dalam Bab VI, Pasal 17, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 tahun 2002, tentang Retribusi Pasar, yaitu :
	1. Struktur tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
	a. Untuk pemakaian fasilitas pasar ditetapkan berdasarkan lokasi dan kelas fasilitas pasar yang dipakai.
	b. Untuk pemberian izin tertentu ditetapkan berdasarkan jenis izin tertentu yang diberikan.
	2. Besarnya retribusi terhutang untuk pemakaian fasilitas pasar dihitung dengan cara mengalihkan  tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa dan masa retribusi (R=TxLxM).
	R = Retribusi
	T = Tinggi
	L = Luas
	M = Persentase Nilai Asset
	3. Besarnya retribusi terhutang untuk pemberian izin tertentu dihitung berdasarkan persentase dari nilai, asset jual/kontrak/kredit.
	4. Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
	a. Pemakaian fasilitas pasar
	b. Pemberian izin tertentu
	1. Untuk izin penempatan paying sebesar 2 % x nilai asset perbulan
	2. Untuk izin peralihan hak sebesar 2 % x nilai jual hak pakai (nilai jual ditetapkan dengan SK.Walikota Padang)
	3. Untuk izin peminjaman hak sebesar 5 % x nilai kontrak perbulan
	4. Untuk izin penjaminan hak sebesar 1,5 % x jumlah kredit yang diperoleh
	5. Untuk izin peningkatan kualitas bangunan 0,5 % x nilai jual hak pakai
	D. Tinjauan Umum tentang Perbankan
	1. Pengertian dan Pengaturan Bank
	Pengertian Bank menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah :
	“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk  kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”
	Menurut Sentosa Sembiring, “ Bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan.”
	Secara umum pengertian Bank dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :
	1. Menghimpun dana (uang)  dari masyarakat dalam bentuk smpanan, maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang biasanya adalah untuk keamana uangnya. Sedangkan tuju...
	2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya.
	3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), penagihan surat-surat berharga dari luar kota dan luar negeri (inkaso), letter of kredit (L/C), safe depo...
	Juga dapat disimpulkan bank merupkan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.
	Pengaturan Bank terdapat dalam :
	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
	2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
	3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Sentral.
	4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1999  tentang Pencabutan :
	a. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 1992 tentang Bank Umum
	b. Peraturan Pemerintah  Nomor 71 tahun 1971 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
	c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
	6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum.
	7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum.
	8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005  tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
	9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
	10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bak Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
	11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Umum.
	2.   Asas, fungsi dan tujuan Bank
	Dapat dilihat pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada :
	Pasal 2 :   Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
	Pasal 3 :Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.
	Pasal 4 : Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan  peme rataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
	3.  Jenis-jenis Bank
	a. Dilihat dari segi fungsinya
	Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :
	a. Bank umum
	b. Bank Pembangunan
	c. Bank tabungan
	d. Bank desa
	e. Lumbung desa
	f. Bank pegawai, dan lain-lain
	Namun setelah keluar Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perbankan, pada Pasal 5 ayat (1)-nya, maka jenis Bank berdasarkan fungsinya  menjadi :
	a. Bank Umum
	adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau  berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
	b. Bank Perkreditan Rakyat
	adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, artinya jasa-jasa yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan deng...
	b. Dilihat dari segi kepemilikannya.
	Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan  terbagi atas  :
	1. Bank milik pemerintah (Pasal 22)
	adalah bank yang akte pendirian maupun modalnya sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerinth pula.
	Contoh :  Bank Negara Indonesia (BNI) 1946, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri
	Selain itu ada juga bank pemerintah daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan II masing-masing propinsi, modalnya berasal dari Pemerintah Daerah masing=masing tingkatan, contoh : PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang d...
	2. Bank milik swasta nasional (Pasal 23)
	Merupakan bank yang seluruh atau sebahagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, akte pendiriannya didirikan oleh pihak swasta, dan pembagian keuntungan juga untuk swasta, contohnya : Bank Bumi Putera, Bank Central Asia, Bank Danamon.
	3. Bank milik koperasi (Pasal 24)
	Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh badan perusahaan yang berbadan hukum koperasi, contoh : Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN).
	4. Bank milik asing (Pasal 26 ayat 1)
	Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing, contoh : City Bank, Bank of Tokyo.
	5. Bank milik campuran (Pasal 28)
	Merupakan bank yang yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak swasta dan pihak asing, contoh : Bank Merincorp, Inter Pacific Bank, Bank Sakura Swadarma.
	c. Dilihat dari segi status
	adalah dilihat dari segi kemampuan bank melayani masyarakat, baik dari segi jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya, bank dibagi atas :
	1.  Bank Devisa
	Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan denagn mata uang secara keseluruhan, misalnya transfer uang ke luar negeri.
	Persyaratan untuk membentuk bank ini ditentukan oleh bank Indonesia
	2.  Bank Non devisa
	Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.
	d. Dilihat dari segi cara menentukan harga
	adalah bank yang menentukan bagaimana caranya bank melaksanakan penentuan harga baik dari harga beli maupun dari segi harga jual, terdiri dari :
	1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (barat)
	Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional, yang menggunakan 2 metode :
	- Metode menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan deposito .
	- Metode metode bank yang untuk jasa-jasa lainnya pihak perbankan konvensional menetapkan berbagai biaya nominal atau porsentase tertentu.
	2, Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)
	adalah bank yang bentuk aturan perjanjiannya berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.
	Kegiatan usaha bank umum dapat dilihat pada pasal 6 Undang-undang Nomor 7 tahun  1992 tentang Perbankan yaitu :
	a.  Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
	b.  Memberikan kredit;
	c.  Menerbitkan surat pengakuan hutang;
	d.   Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
	1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bak yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
	2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
	3. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah;
	4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
	5. Obligasi;
	6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
	7. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
	e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
	f.   Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek dan sarana lainnya;
	g.  Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
	h. Menyediaka tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
	i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
	j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada  nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
	k.  Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
	l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
	m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentua yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;
	n. Melakukan kegiatan lainyang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	D. Tinjauan tentang Jaminan
	1. Istilah dan Pengertian Jaminan
	Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu zekerheid atau cautie, mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban debitur terhadap barang-barangnya.
	Dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 sampai 30 Juli 1977 disimpulkan pengertian jaminan, yaitu : menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu...
	Konstruksi jaminan dalam defenisi ini ada kesamaan dengan yang dikemukakan Hartono Hadisaputro dan M.Bahsan . Hartono Hadisaputro berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debi...
	Kedua defenisi jaminan yang dipaparkan di atas adalah :
	1. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank).
	2. Ujudnya jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materiil), dan;
	3. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur.
	Istilah yang digunakan oleh M.Bahsan adalah jaminan. Ia berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan oleh debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat (M.Bahsan,2002:148)
	Alasan digunakan istilah jaminan karena :
	1. Telah lazim digunakan dalam ilmu hukum dalam halini berkaitan dengan penyebutan-penyebutan seperti hukum jaminan, lembaga jamina, jaminan kebendaan, jaminan peroranga, hak jaminan, dan sebagainya
	2. Telah digunakan dalam beberapa peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia.
	2.Jenis Jaminan
	Jaminan dapat dibedakan 2 macam, yaitu :
	a. Jaminan materiil (kebendaan)
	Adalah jaminan yang mempunyai cirri-ciri kebendaan, dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.
	Jaminan materiil (kebendaan) digolongkan 5 macam, yaitu :
	1. Gadai (pand), yang diatur dalam Bab 20 Buku II Kitab Undag-undang Hukum Perdata.
	2. Hipotik, yang diatur dalam Bab 21 Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
	3. Creditverband, diatur dalam Stb 1908 Nomor 542, sebagaimana telah diubah dengan Stb 1937 Nomor 190.
	4. Hak tanggungan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 tahun 1996
	5. Jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 42 tahun 1999
	b. Jaminan imateriil (perorangan)
	Adalah jaminan yang tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan (hasil Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang disele...
	Yang termasuk jaminan perorangan adalah :
	1. Penanggung (borg) yaitu yang yang dapat ditagih
	2. Tanggung menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng.
	3. Perjanjian Garansi
	4. Tempat Pengaturan Hukum Jaminan
	Tempat pengaturan hukum jaminan ada 2 yaitu :
	a.Di dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata
	1. Gadai (pasal 1150 sampai dengan pasal 1161 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
	2. Hipotik (pasal 1162 sampai dengan pasal 1232 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
	b. Di luar Kitab Undang-undang Hukum Perdata
	1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria
	2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
	3. Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia
	4. Undang-undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran
	5. Buku III tentang  van Zaaken (hukum benda) NBW Belanda.
	E. Tinjauan tentang Perkreditan
	1. Pengertian Kredit
	Dalam bahasa latin kredit disebut “ credere “ yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian.
	Pengertian kredit menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undag Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah :
	“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.”
	Sedangkan pengertian pembiayaan pada pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undag Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah :
	“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan atara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan te...
	Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Contohnya berbentuk tagihan (kredit barang), misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kredi...
	2.Unsur-unsur Kredit
	Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :
	a. Kepercayaan
	Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit.
	b. Kesepakatan
	Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan ini dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani oleh kedua belah Pihak sebelum kredit dikucurkan.
	c. Jangka Waktu
	Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu yang mencakupmasa pengembalian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
	d. Resiko
	Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit suatu kredit.Semakin panjang jangka waktu kredit maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya.
	e. Balas Jasa
	Bagi bank balas jasa merupakan suatu keuntungan atau pendapatan atas pemberian kredit. Dalam bentuk jenis konvensional balas jasa dikenal dengan istilah bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administ...
	3. Tujuan dan Fungsi Kredit
	Tujuan Kredit adalah :
	1. Mencari keuntungan
	Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntunganini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh Bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
	2. Membantu usaha nasabah
	Membantu nasabah mendapatkan dana baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut pihak Debitur dapat memperluas dan mngembangkan usahanya.
	3. Membantu pemerintah
	Terutama dalam hal :
	- Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dari bank.
	- Membuka kesempatan kerja
	- Meningkatkan jumlah barang dan jasa
	- Menghemat devisa Negara
	- Meningkatkan devisa Negara
	Fungsi Kredit adalah :
	1. Untuk meningkatkan daya guna uang
	2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
	3. Untuk meningkatkan daya guna barang
	4. Meningkatkan peredaran barang
	5. Sebagai alat stabilitas ekonomi
	6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
	7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
	8. Untuk meningkatkan hubungan internasional
	4. Jenis-jenis kredit pada PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang diatur dalam Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang Nomor.SK/059/DIR/09-2008 tentang Kebijakan Perkreditan Bank...
	a. Dilihat dari segi kegunaan
	1. Kredit investasi
	Merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau untuk membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
	2. Kredit modal kerja
	Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dan operasionalnya, contoh kredit untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, dan lain-lain
	b. Dilihat dari segi tujuan kredit
	1. Kredit produktif
	Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa, contoh kredit industri, kredit pertanian, kredit pertambangan, dan lain-lain
	2. Kredit konsumtif
	Merupakan kredit yang dikonsumsi secara pribadi, contoh kredit untuk pembelian perabotan rumah tangga.
	3. Kredit perdagangan
	Merupakan kredit yang digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan, seperti untuk pembelian barang dagangan, contoh kredit ekspor impor.
	c. Dilihat dari segi jangka waktu
	1. Kredit jangka pendek
	Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja, contoh untuk peternakan.
	2. Kredit jangka menengah
	Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakuka investasi.
	3. Kredit jangka panjang.
	Kredit jangka panjang ini pengembaliannya di atas 3 atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang, seperti kredit untuk perkebunan karet.
	d. Dilihat dari segi jaminan
	1. Kredit dengan jaminan
	Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, yang berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebi...
	2. Kredit tanpa jaminan
	Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orag tertentu, Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.
	F.Tinjauan tentang Wanprestasi
	Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “ wanprestasi “. Ia alpa atau “ lalai “ atau ingkar janji. Atau ...
	Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 macam :
	1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
	2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tertapi tidak sebagaimana dijanjikan.
	3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
	4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya
	Terhadap kelalaian atau kealpaa si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib  melakukan sesuatu), diacamkan beberapa sanksi atau hukuman yaitu :
	1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
	Dalam soal penuntutan ganti rugi, oleh Undang-undang diberikan ketentuan-ketentuan tentang apa yang dimasukkan dalam ganti rugi tersebut. Boleh dikatakan, ketentuan-ketentuan itu merupakan pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi, de...
	Pasal 1247 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan :
	“Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya.”
	Pasal 1248 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan :
	“ Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga, sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa ...
	2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
	Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau salah satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak lain, baik uang maupun barang, maka itu harus dikembalikan. Pokoknya perjanjia...
	Masalah pembatalan perjanjian ini diatur dalam pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi :
	“Syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.”
	Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintaka kepada Hakim.
	Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian.
	Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan dan permintaan si tergugat, untuk memberikan suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan.”
	3. Peralihan resiko
	Disebutkan dalam pasal 1237 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dimaksudkan dengan “resiko” adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perj...
	4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim
	Tentang pembayaran ongkos biaya perkara tersimpul dalam peraturan Hukum Acara Perdata, bahwa pihak yang dikalahkan diwajibkan membayar ongkos perkara (pasal 181 ayat 1 H.I.R).
	BAB III
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	A. HASIL PENELITIAN
	1. Pelaksanaan Pemberian Kredit dengan Jaminan Hak Pakai  Kios Pasar pada PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.
	a. Dasar Hukum.
	i. Dasar Hukum yang menjadikan  Hak Pakai Kios dijadikan jaminan utang pada PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang adalah  :
	Keputusan Direksi dengan Nomor SK/095/DIR/04-2013 tanggal 30 April 2013 tentang Agunan Kredit dan Bank Garansi, pada pasal 3 angka 17 yang merupakan lanjutan  dari Keputusan Direksi dengan Nomor SK/062/DIR/01-2009 tanggal 30 Januari 2009 yang menyatak...
	Sedangkan hal-hal yang harus diperhatikan dan dijadikan pertimbangan pihak Bank atas jaminan hak pakai toko/kios menurut Surat Keputusan Direksi  di atas adalah :
	a. Nama Pemegang Hak
	b. Keabsahan bukti Pemegang Hak
	c. Nomor Bukti hak.
	d. Masa berlaku atau jatuh tempo hak.
	e. Lokasi toko.
	f. Ukuran toko.
	g. Kondisi toko.
	ii. Dasar hukum yang menjadi Pedoman Pelaksanaan Kredit di PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang, yaitu :
	Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang, Nomor SK/059/DIR/09-2008, tanggal 18 September 2008, tentang Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) PT.Bank Pembangunan Daerah Sumater...
	a.  Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang, Nomor SK/036/DIR/07-2005, tanggal 5 Juli  2005, tentang Kebijakan Perkreditan Bank  Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
	b.  Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang, Nomor SK/037/DIR/07-2005, tanggal 5 Juli  2005, tentang Kebijakan Perkreditan Bank  Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
	c.  Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang, Nomor SK/020/DIR/02-2007, tanggal 21 Februari 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tentang Proses Persetujuan Kredit.
	Adapun data yang Penulis dapat tentang jumlah Nasabah (Peminjam Uang) dengan jaminan kios pasar pada Bank tersebut di atas dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 adalah :
	Tabel III.A2
	Data Peminjam uang dengan Jaminan Kios Pasar yang berada di Wilayah Pasar Raya Padang pada PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.
	Sumber : Data primer PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
	Cabang Pasar Raya Padang. Juli 2013
	b. Prosedur pengikatan kredit dengan jaminan kios pasar yang dilaksanakan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang adalah sebagai berikut :
	1. Calon Debitur mengajukan Surat Permohonan pada Pemimpin PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang yang diajukan secara tertullis dan ditanda tangani oleh Pemohon minimal berisikan :
	a. Tempat dan tanggal permohonan.
	b. Data Pemohon (nama pemohon, alamat pemohon, nama ibu kandung dan sebagainya).
	c. Data usaha Pemohon (nama perusahaan, alamat perusahaan, dan sebagainya).
	d. Permohonan yang diajukan (jumlah/nominal kredit, jangka waktu kredit, dan tujuan penggunaan kredit).
	e. Jenis Permohonan (permohonan kredit baru, perpanjangan kredit dan perubahan perjanjian kredit lainnya).
	f. Jenis agunan, perizinan dan akte pendirian bagi yang berbadan hukum.
	Dengan melampirkan dokumen permohonan, antara lain :
	a. Borgh/jaminan Hak Pakai kios pasar dalam bentuk Buku Pemegang Hak Pakai Toko/Kios (Kartu Kuning) yang berisi Perjanjian pemakaian tempat berjualan di pasar dari Pemerintah Daerah Kota Padang diwakili Kepala Dinas Pasar dengan pedagang yang bersangk...
	b. Foto Copy Kartu tanda Pengenal/Paspor Pemohon, penjamin dan pemilik agunan.
	c. Foto Copy izin usaha dan izin tempat usaha lainnya yang dimiiki.
	d. Foto Copy NPWP untuk plafon kredit tertentu yang mempersyaratkannya.
	e. Laporan Keuangan (neraca rugi/laba dibuat pemohon atau audit akuntan sesuai kebutuhan).
	f. Surat Keterangan hubungan keluarga dari instansi yang berwenang bagi agunan yang kepemilikannya bukan atas nama debitur).
	g. Foto Copy SPPT-PBB.
	h. Foto Copy Surat Nikah untuk Pemohon atau pemiik agunan yang sudah menikah.
	i. Pas photo Pemohon Suami/Isteri.
	j. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	2. Selanjutnya bagian administrasi kredit Bank memproses Surat Permohonan serta mensurvei ke lapangan.
	3.  Setelah objek jaminan disurvey ke lapangan, bagian administrasi kredit membuatkan Surat Rekomendasi untuk mendapatkan Izin Borgh atas objek jaminan kredit kepada  Pemerintah Daerah Kota Padang yang diwakili Dinas Pasar Kota Padang. dengan melampir...
	1. Bukti sebagai Pemegang Hak Pakai Petak Toko/Kios/Los/Meja Batu
	2. Bukti Lunas Pembayaran Rekening Listrik
	3. Bukti Lunas Pembayaran Retribusi Pasar
	4. Bukti Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
	5. Rekomendasi dari Bank
	Surat tersebut dibawa dan  diserahkan langsung  oleh calon debitur kepada Kepala Dinas Pasar Kota Padang.
	4.Setelah surat dari pihak Bank diterima Dinas Pasar, maka pihak Dinas Pasar akan membuatkan Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Izin Borg Toko/Kios/Los/Meja Batu  dan Penetapan Tarif Retribusi, berisi pemeriksaan atas kelengkapan adiministrasi maupun...
	1. Bukti kepemilikan hak pakai.
	2. Bukti lunas pembayaran retribusi.
	3. Bukti lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
	4. Bukti lunas pembayaran rekening listrik.
	5. Bukti rekomendasi dari Bank.
	6. Pemeriksaan terhadap penyimpangan penggunaan fisik bangunan.
	7. Pemeriksaan terhadap penyimpagan penggunaan meteran listrik.
	5. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi oleh Pemohon, maka Dinas Pasar mengeluarkan Surat Izin Borg Petak Toko/Kios dengan ketentuan apabila pemohon telah disetujui kreditnya oleh Bank, maka pemohon harus bersedia menyetor retribusi kepada Pemerintah...
	6. Selanjutnya Calon Debitur menyerahkan Surat Izin Borg Toko/kios    tersebut  pada bagian administrasi kredit Bank.
	7. Setelah menerima surat tersebut bagian administrasi kredit Bank menyetujui permohonan kredit dan akan membuat kesepakatan dengan debitur mengenai besarnya pinjaman, jangka waktu pinjaman, bunga pinjaman, dan biaya-biaya lainnya, serta sanksi atau r...
	8.. Kemudian pihak Bank menyiapkan berkas-berkas yang harus ditandatangani oleh kedua belah Pihak antara Bank dan Debitur, yaitu :
	1. Surat Perjanjian Kredit di bawah tangan antara Debitur dan PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.
	2. Surat Kuasa Pemindahan Hak Pakai yang dibuat di bawah tangan dari debitur kepada Bank, apabila kredit tidak dilunasi oleh debitur.
	3. Surat Pengakuan Hutang debitur yang dibuat di bawah tangan
	4. Surat Persetujuan Pemberian Kredit dari pihak Bank
	5. Ketentuan Umum Pemberian kredit atas borchtogh/jaminan pribadi
	(Semua contoh surat di atas dilampirkan di halaman terakhir)
	9. Selanjutnya Bank akan melakukan pengikatan kredit dengan membacakan Perjanjian Kredit kepada debitur dan kemudian kedua belah Pihak menandatangani surat tersebut serta berkas lainnya.
	10.  Setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan di atas, maka kredit dapat dicairkan oleh pihak Bank, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
	11. Selanjutnya Bank akan melakukan pengikatan kredit dengan membacakan Perjanjian Kredit kepada debitur dan kemudian kedua belah Pihak menandatangani surat tersebut serta berkas lainnya.
	12.  Setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan di atas, maka kredit dapat dicairkan oleh pihak Bank, sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
	2. Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan Jaminan Kios Pasar pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang
	Data Jumlah Uang yang Dipinjam Debitur dengan Jaminan Kios Pasar yang Mengalami Kemacetan Secara Keseluruhan pada
	PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang
	Tahun 2008             :  Rp.4.121.204.742,-
	Tahun 2009             : Rp.4.539.499.974,-
	Tahun 2010             : Rp.7.740.842.336,-
	Tahun 2011             : Rp.6.693.976.902,37,-
	Tahun 2012             : Rp.6.634.642.224,94,-
	Sumber : Data Primer PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang
	b. Langkah-langkah yang diambil PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat terhadap debitur yang mengalami kredit macet atas jaminan kios pasar
	g. Menyerahkan penyelesaian kredit bermasalah kepada Pihak Ketiga yang berwenang, yaitu Kepala Dinas Pasar setempat dimana kios pasar Debitur terletak, yang kemudian akan diteruskan pada kepala cabang Dinas Pasar, dan selanjutnya akan diberitahukan ke...
	Jika ternyata tidak sampai terdapat kata sepakat untuk menempuh jalan damai maka pihak Bank akan melaksanakan grosse akta pada pengakuan utang untuk tindakan eksekusi atas jaminan debitur kepada Bank. Akan tetapi sejauh ini dan berdasarkan data...
	Apabila dilihat dari proses penjaminannya, maka penjaminan pemakaian kios pasar memenuhi hal-hal yang disyaratkan dalam fidusia yaitu benda jaminan masih berada di tangan pemiliknya. Selain itu kios pasar ini tidak bisa diikat dengan menggunakan le...
	Namun apabila dilihat dari pengertian fidusia yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan, maka izin hak pakai kios pasar tidak bisa dijaminkan secara fidusia karena status kepemilikan kios pasar di tangan pedagang bukanlah merupakan hak m...
	“…objek yang bukan merupakan pengertian benda serta hak perorangan tidak dapat dijaminkan sebagai objek jaminan seperti termin proyek, sewa kontrak, pinjam pakai dan hak perseorangan lainnya yang bukan termasuk benda”
	Sehingga mulai bulan Desember 2005, izin menempati kios pasar tidak dapat dijaminkan secara fidusia, karena surat izin pemakaian  kios pasar bukanlah merupakan tanda bukti kepemilikan dan tidaklah memberikan hak kebendaan yang dapat dipertaha...
	Tindakan yang diambil oleh PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang dalam penanganan kredit bermasalah sudah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI), Nomor.26/4/BPPP tanggal 9 Mei 1993 yaitu dengan jalan :
	a. Reschedulling (Penjadwalan kembali)
	- Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang
	- Perpanjangan jangka waktu pelunasan bunga
	- Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan angsuran kredit.
	- Perpanjangan jangka waktu pelunasan, utang pokok dan tunggakan kredit.
	- Kombinasi bentuk-bentuk Reschedulling.
	b. Restructuring (Penataan kembali)
	Terhadap syarat-syarat Perjanjian Kredit  berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi “Equity” perusahaan.
	Seperti : - perubahan tingkat suku bunga dan perhitungannya.
	- Perubahan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan bunga.
	Prinsip Penanganan Kredit Bermasalah
	Tidak demikian halnya dalam pengikatan kredit yang dilakukan oleh lembaga perbankan, karena dalam pengikatan kreditnya  telah dibuatkan Perjanjian Kredit antara debitur dengan pihak Bank, yang salah satu klausulnya jelas mengatur jangka waktu p...
	Apabila ternyata di kemudian hari debitur tidak menepati janjinya untuk membayar dan/atau melunasi utangnya kepada Bank, maka tindakan pertama Bank PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang, adalah  dengan memberikan su...
	“ Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”
	Apakah yang dimaksud dengan surat perintah itu? Yang dimaksud dengan surat perintah itu  adalah suatu peringatan resmi dari juru sita pengadilan. Perkataan akta sejenis sebenarnya oleh Undang-undang dimaksudkan suatu peringatan tertulis. Seka...
	Langkah-langkah persuasif yang diambil oleh PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang kepada debitur yang macet juga merupakan tindakan yang tepat, karena akan memberi kesempatan pada debitur tersebut untuk melunasi sisa...
	Dalam transaksi jaminan disyaratkan adanya suatu hutang, seorang debitur, seorang kreditur yang menjadi pihak terjamin, harta kekayaan yang menjadi jaminan (barang jaminan) dan suatu perjanjian yang menjamin bahwa kreditur akan memiliki kepentin...
	Mengenai hal tersebut di atas telah diatur dalam pasal 12 A Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yaitu sebagai berikut :
	c. “Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan , baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan hal Nasabah...
	d. Ketentuan mengenai tata cara pembelia agunan dan pencairannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”
	Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut di atas dinyatakan :
	Ayat (1) :
	Pembelian agunan oleh Bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Debiturnya. Dalam hal bank sebagai pembeli agunan Nasabah Debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bu...
	Bank dimungkinkan membeli agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar  dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Debiturnya.
	Bank tidak diperbolehkan memiliki agunan yang dibelinya dan secepat-cepatnya harus dijual kembali agar hasil penjualan agunan dapat segera dimanfaatkan oleh bank.
	Ayat (2) :
	Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah memuat antara lain :
	a. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang kreditnya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.
	b. Agunan yang dibeli wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun.
	c. Dalam jangka waktu satu tahun, bank dapat menangguhkan kewajiban-kewajiban berkaitan dengan pengalihan hak atas agunan yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Dari penjelasan di atas dapat disimpulan bahwa hak-hak dasar kreditur dalam transaksi jaminan adalah :
	1.Hak untuk memperoleh kembali semua hutangnya dari debitur
	2.Hak untuk memperoleh harta kekayaan yang telah disebutkan sebagai pelunasan hutangnya apabila terjadi kegagalan pembayaran hutangnya oleh debitur.
	Dengan demikian tindakan yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat untuk mengatasi perbuatan wanprestasi dari debiturnya telah sesuai dengan teori dan undang-undang tersebut di atas yaitu dengan cara meminta debitur untuk (terl...
	BAB IV
	P E N U T U P
	A. KESIMPULAN
	Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan studi kepustakaan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
	1. Pelaksanaan Pemberian kredit dengan jaminan kios pasar dilakukan dengan pembuatan Surat Perjanjian Kredit yang dibuat di bawah tangan dimana si Pemegang Hak Pakai Kios Pasar harus terlebih dahulu mendapatkan izin atau rekomendasi dari Dinas Pasar K...
	2. Penyelesaian kredit bermasalah atau wanprestasi dengan jaminan kios pasar dalam Perjanjian Kredit pada PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang adalah :
	B. S A R A N
	1. Sampai saat ini belum ada Undang-undang atau peraturan khusus yang mengatur tentang pembuatan Perjanjian Kredit atas Jaminan Kios Pasar, apakah dibuat dengan akta Notaris atau dibuat di bawah tangan, karena ada sebagian Bank yang membuat dengan akt...
	2. Sebaiknya debitur memperhatikan dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai pihak yang berutang seperti apa yang tercantum dalam Perjanjian Kredit, agar terlaksana penggunaan fasilitas kredit yang diterimanya dari Bank sesuai dengan peruntukannya...
	3. Alangkah lebih baik Pengikatan Kredit  dengan Jaminan Kios Pasar berikut Pengakuan Hutangnya dibuat dengan akta notaris, untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak Bank atas barang jaminan.
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